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ABSTRAK 

 

Skripsi dengan judul “Studi Komparasi Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang 

Cipta Kerja dan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

Terhadap Hak Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja”, ini ditulis 

oleh Nabilatul Wardani, NIM 126103212246, Program Studi Hukum Tatanegara, 

Jurusan Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri 

Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2025, Pembimbing: Muhammad Amiril 

A’la, M.H. 

Kata kunci: Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-

Undang Ketenagakerjaan, Hak Pekerja. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Pemutusan hubungan kerja yang 

mengakibatkan hubungan hak dan kewajiban antara karyawan dan perusahaan juga 

berakhir. Dalam pelaksanaanya, Pemutusan hubungan kerja harus dipenuhi oleh 

kedua belah pihak pekerja dan pengusaha agar dapat disetujui dengan tidak 

menciderai rasa keadilan. Ketentuan hukum ketenagakerjaan di Indonesia 

mengalami perubahan signifikan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang merevisi beberapa ketentuan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Salah satu aspek krusial 

yang terdampak oleh perubahan ini adalah hak pekerja yang mengalami Pemutusan 

Hubungan Kerja (PHK). 

Rumusan masalah yang akan menjadi penelitian bagi penulis yaitu 1) 

Bagaimana Perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta 

Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan 

terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja? 2) Bagaimana 

proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja menurut Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan?. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1) Untuk 

mengetahui bagaimana perbandingan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tentang cipta kerja dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

ketenagakerjaan terhadap hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja. 

2) Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perselisihan pemutusan 

hubungan kerja menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja 

dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah 

peraturan perundang-undangan yang relevan serta literatur hukum sebagai sumber 

data utama. Analisis dilakukan secara kualitatif komparatif untuk melihat sejauh 

mana perbedaan pengaturan serta dampaknya terhadap pekerja. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan mendasar dalam 

pengaturan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja setelah 
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berlakunya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023. Beberapa ketentuan dalam 

Undang Undang Cipta Kerja mengubah struktur pemberian kompensasi PHK, 

termasuk pesangon dan uang penghargaan masa kerja, yang nilainya cenderung 

lebih rendah dibandingkan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 13 Tahun 

2003. Di samping itu, terdapat penyederhanaan prosedur penyelesaian perselisihan 

PHK yang bertujuan meningkatkan efisiensi, namun berpotensi mengurangi 

perlindungan hukum bagi pekerja. Secara umum, Undang Undang Nomor 13 Tahun 

2003 memberikan perlindungan hak pekerja yang lebih kuat, sedangkan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 lebih berpihak pada fleksibilitas dunia usaha dan 

iklim investasi. 
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ABSTRACT 

 

The thesis with the title "A Comparative Study of Law Number 6 of 2023 concerning Job 

Creation and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower on the Rights of 

Workers Who Have Experienced Termination of Employment", was written by 

Nabilatul Wardani, NIM 126103212246, Constitutional Law Study Program, 

Department of Sharia, Faculty of Sharia and Law, Sayyid Ali Rahmatullah State 

Islamic University Tulungagung, 2025, Supervisor: Muhammad Amiril A'la, M.H. 

Keywords: Termination of Employment, Job Creation Law, Employment Law, 

Workers' Rights. 

This research is motivated by the termination of employment which results in 

the relationship of rights and obligations between employees and the company also 

ends. In its implementation, termination of employment must be fulfilled by both 

parties of the worker and the employer so that it can be approved without harming 

the sense of justice. The provisions of labor law in Indonesia have undergone 

significant changes with the passage of Law Number 6 of 2023 concerning Job 

Creation which revises several provisions in Law Number 13 of 2003 concerning 

employment. One of the crucial aspect affected by this change is the rights of 

workers who have experienced Termination of Employment (PHK). 

 

The formulation of the problem that will be a research for the author is 1) How 

does Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation compare and Law Number 

13 of 2003 concerning Manpower to the rights of workers who have experienced 

termination of employment? 2) What is the process for resolving disputes over 

termination of employment according to Law Number 6 of 2023 concerning Job 

Creation and Law Number 13 of 2003 concerning Manpower?. The objectives of 

this study are 1) To find out how Law Number 6 of 2023 concerning job creation 

and Law Number 13 of 2003 concerning employment compares to the rights of 

workers who have experienced termination of employment. 2) To find out how the 

process of resolving disputes over termination of employment according to Law 

Number 6 of 2023 concerning job creation and Law Number 13 of 2003 concerning 

employment. 

The research method used in this study is a literature study method with a 

normative juridical approach, namely by examining relevant laws and regulations 

and legal literature as the main data source. The analysis was carried out 

qualitatively comparatively to see the extent of the difference in arrangements and 

their impact on workers. 

The results of the study show that there are fundamental changes in the 

regulation of the rights of workers who have experienced termination of 

employment after the enactment of Law Number 6 of 2023. Several provisions in 

the Job Creation Law change the structure of providing compensation for layoffs, 

including severance pay and service award money, which tend to be lower than the 
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provisions in Law Number 13 of 2003. In addition, there is a simplification of the 

layoff dispute resolution procedure which aims to increase efficiency, but has the 

potential to reduce legal protection for workers. In general, Law Number 13 of 2003 

provides stronger protection of workers' rights, while Law Number 6 of 2023 is 

more in favor of the flexibility of the business world and the investment climate. 
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